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PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan analisis di atas maka didapatkan kesimpulan bahwa aturan
mengenai larangan perbuatan LGBT di Lingkungan TNI tidak bertentangan
dengan Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dalam UUD 1945. Tentara Nasional
Indonesia memiliki hukum khusus yang ditujukan atau diperuntukan bagi para
prajurit yaitu hukum pidana militer, sehingga dalam menjalankan segala tugas
dan kewajibannya para prajurit harus mengutamakan hukum militer TNI
tersebut. Perbuatan LGBT khususnya homoseksual dalam hukum militer TNI
merupakan perbuatan yang dilarang dan dianggap dapat menganggu
kedisiplinan dan ketertiban bagi para prajurit dalam berbuat, bertindak dan
mengambil keputusan, oleh sebab itu panglima TNI membuat aturan mengenai
LGBT ini yang tercantum dalam ST Nomor 398 tertanggal 22 juli 2009. Dalam
hukum militer segala peraturan dan perintah dari atasan haruslah ditaati karena
TNI sendiri menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan dan loyalitas dalam
instansi. Berdasarkan penjelasan di atas maka aturan mengenai perbuatan
LGBT dalam lingkup TNI ini tidak bertentangan dengan hak atas kebebasan

berekspresi dalam UUD 1945.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran bagi
Tentara Nasional Indonesia, kegiatan sosialisasi/penyuluhan mengenai
homoseksual LGBT harus lebih digiatkan dalam instansi militer. Kegiatan
sosialiasi dapat digunakan sebagai langkah preventif upaya pencegahan kasus

LGBT di lingkungan militer.
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